BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum
2.1.1 Teori Penegakan Hukum
2.1.1.1 Pengertian Penegakan Hukum
Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide
keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi
penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan
hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-
norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau
hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep
hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan
suatu proses yang melibatkan banyak hal.®
Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus
dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-
unsur kepastian hukum. Hal ini dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam
masyarakat. Sebaliknya masyarakat menghendaki adanya manfaat dalam
pelaksanaan peraturan atau penegakan hukum lingkungan tersebut. Hukum
lingkungan dibuat dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dan memberi

manfaat kepada masyarakat. Artinya peraturan tersebut dibuat adalah untuk

® Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, 1988, Jakarta, him. 32
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kepentingan masyarakat, sehingga jangan sampai terjadi bahwa, karena
dilaksanakannya peraturan tersebut, masyarakat justru menjadi resah.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah
kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah
mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk
menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.!

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum
pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan
hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-
aturan, yaitu:?

1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di
sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang
melanggar larangan tersebut.

2) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar
laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana
yang telah diancamkan.

3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat
dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan

tersebut.

10 Alif Candra Pratama, Rochmani, Penerapan Sanksi Pidana Dalam Pencemaran Lingkungan
Hidup Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
Dinamika Hukum, Vol. 20 No. 1 (April 2018), him. 6

11 Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Ul Pres,
Jakarta, Hal 35

12 Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Putra Harsa, Surabaya, Hal 23
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Teori Peengakan Hukum oleh Joseph Goldstein bahwa implementasi
atau penegakan hukum pidana dibagi menjadi 3 bagian yaitu:*

1. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum
pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana
substantif (subtantive law of crime). Penegakan hukum pidana
secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak
hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang
antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan,
penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan.
Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri
memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan
terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan
(Klacht delicten). Ruang lingkup yang dibatasi in disebut sebagai
area of no enforcement.

2. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum
pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no
enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum
diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

3. Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement
ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya

keterbatasanketerbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat

13 pahlevi, F. S. (2016). Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di
Indonesia. Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial, 13(2), 173-198.
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investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya
mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya
inilah yang disebut dengan actual enforcement.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk
tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai
pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat dilihat
dari dua sudut yaitu sudut objek dan sudut subjek :

a. Objek Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-
nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal
maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya
menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

b. Subjek. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan
semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Sedangkan
dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai
upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan
memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana
seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila
diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk
menggunakan daya paksa.'*

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum

4 Asshiddigie, J,2016, Penegakan Hukum . VVol.3,HIm 1.Academia.Edu.
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adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam
kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai
tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan
kedamaian pergaulan hidup. *® Penegakan hukum Narkotika sendiri
dilakukan untuk menangkal terhadap perdagangan gelap serta peredaran

Narkotika dengan menerapkan norma dan aturan hukum yang telah ada.

2.1.1.2 Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi
dan menentukan efektivitas penegakan hukum, antara lain:

1) Faktor undang-undang, yakni gangguan yang berasal dari undang-
undang mungkin.

2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk
maupun menerapkan hukum.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegekan hukum.

4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut
berlaku atau diterapkan.

5) Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

15 Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Ul Pres,
Jakarta, Hal 35

16 Wardani, Nindia Viva Pramudha, and Widodo Tresno Novianto. "Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom Atau Jamur Letong Di
Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta." Jurnal Hukum Pidana dan
penanggulangan Kejahatan 6.1 (2017): 43-56.
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2.1.1.3 Macam Macam Lembaga Penegakan Hukum

Berikut adalah macam macam lembaga penegakan hukum,

diantaranya:

1. Kejaksaan

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2004
Tentang Kejaksaan, kejaksaan dalam perkembangan sistem
ketatanegaraan di Indonesia, lembaga Kejaksaan merupakan
bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden.
Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsi kejaksaan
merupakan bagian dari lembaga yudikatif.

Hal ini dapat diketahui dari Pasal 24 Amandemen
Ketiga UUD Negara Rl 1945 yang menegaskan bahwa
kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah
Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan
dengan kekuasaan kehakiman. Penegasan mengenai badan-
badan peradilan lain diperjelas dalam Pasal 41 Undang-
Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
yang berbunyi:

“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan
kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan

lain diatur dalam undang-undang”.
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2. Kehakiman

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem
peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1)
Undang-undang tersebut memberi definisi tentang
kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik
Indonesia.”

Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009
tersebut dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima,
memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.
Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak
pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum,
dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan
Pasal 184 KUHAP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya
2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan
putusannya.

3. Advokat

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
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tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi
profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal
ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor
18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat
berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin
oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam
Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 18 Tahun
2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan
“Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah
Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan
yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum
lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam
Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan
menjadi sistem pemasyarakatan.Sistem pemasyarakatan
merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum,
oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari
pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan.
Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk
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melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik
pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan yang mengurusi perihal
kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana.Yang
dimaksudkan dalam hal ini adalah pidana penjara.Sejalan
dengan UUD 1945, Pancasila sebagai dasar negara di dalam
sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil Dan
Beradab” menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan
secara beradab meskipun berstatus narapidana. Selain itu,
pada sila ke-5 mengatakan bahwa “Keadilan Sosial Bagi
Seluruh Rakyat Indonesia” berarti bahwa narapidanapun
haruslah juga mendapatkan kesempatan berinteraksi dan
bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan
manusia secara normal.

Kepolisian

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur
dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian
mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan
ketertiban  masyarakat, menegakkan hukum, dan
memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan

kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana,
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Kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik
yang secara umum di atur dalam Pasal 15 dan pasal 16
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP di

atur dalam Pasal 5 sampai pasal 7 KUHAP.

2.1.1.4 Penegakan Hukum Narkotika

Dalam penegakan hukum Narkotika lembaga yang manangani
dalam upaya pemberantasan narkotika sejak 2002 yaitu BNN (Badan
Narkotika Nasional) sebagai lembaga tertinggi dibantu kepolisian
(Narkotika Bareskrim POLRI) untuk mendukung tugas operasional

dibawah kendali BNN. Berikut wewenangnya:
1. Badan Narkotika Nasional (BNN) Wewenang dan tugas
BNN diatur didalam ketentuan Pasal 64 dan Pasal 65
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,
Ketentuan tentang tersebut bahwa dalam rangka pencegahan
dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-undang
ini tentang pembentukan BNNY’. Dan juga di terangkan
dalam tentang wewenang BNN Pasal 75 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 memberikan
wewenang kepada BNN dalam rangka melakukan

penyidikan. dalam Pasal 75 mempunyai wewenang sebagai

7 PERMAI, A. (2021). KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Telaah Terhadap Undang-Undang Narkotika
Nomor 35 Tahun 2009) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
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berikut:

a.

Mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan
barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada
jaksa penuntut umum.

Memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga
keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga
dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika
dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain
yang terkait.

Untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau
lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan
tersangka yang sedang diperiksa.

Untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika.

Meminta secara langsung kepada instansi yang
berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar
negeri;

Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka
kepada instansi terkait.

Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan,

transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau
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mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang
dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga
berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya
dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika
dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa.

h. Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi
penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian,
penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

Kewenangan BNN di atur juga dalam Pasal 80 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu
penyidik juga berkaitan dengan BNN seperti halnya Pasal 75 Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Tindakan premtip dari laporan masyarakat tentang dugaan tempat
yang dijadikan sebagai tempat transaksi atau peredaran gelap serta tempat
yang sering dijadikan pesta narkotika di suatu wilayah. Bila fakta
ditemukanya obat-obatan terlarang di tempat tersebut, maka aparat yang
berwenang akan langsung melakukan penyelidikan di tempat kejadian
tersebut dengan melakukan penggeledahan dimana penggeledahan tersebut
ada dua macam.

Penangkapan dalam ketentuan pasal 1 Ayat (20) Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana adalah suatu tindakan penyidik berupa
pengekangan sementara kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup

bukti guna kepentingan penyidik atau penuntutan dan atau peradilan dalam
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hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dalam hal penggeledahan, penyitaan, dan penangkapan polisi atau
aparat yang berwenang dilengkapi dengan surat perintah tugas, surat
perintah geledah, surat perintah penyitaan, dan surat penangkapan.Proses
pemeriksaan tindak pidana narkotika mengacu pada hukum acara pidana
yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam
kitab tersebut, pemeriksaan di sidang pengadilan diatur dalam pasal 203
sampai dengan pasal 232.

Tujuan terdakwa diperiksa dan disidang pengadilan adalah untuk
membuktikan apakah perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dapat
dipertanggungjawabkan dan untuk pengenaan sanksi pidana yang tepat
kepada orang yang melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa hakim tidak hanya
melihat keterangan para saksi namun juga fakta hukum yang terungkap di
persidangan. Untuk itu, hakim memiliki dua pertimbangan, yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis, yaitu pertimbangan oleh hakim yang didasarkan
pada unsur-unsur yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-
undang yang telah ditentukan sebagai unsur yang harus dimuat dalam
putusan.

2. Pertimbangan Non Yuridis, yaitu:

a. Akibat dari perbuatan terdakwa dalam hal penyalahgunaan
narkotika akan berdampak kepada diri sendiri maupun kepada orang

lain.
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b. Keadaan fisik dan psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan
termasuk bagaimana status social yang melekat pada dirinya.

c. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bila di
pertahankan setiap putusan hakim, senantiasa memuat hal-hal yang
memberatkan dan meringankan pidana. Hal ini memang sudah
ditemukan dalam pasal 197 Ayat (1) KUHAP yang menyebutkan
putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan
meringankan terdakwa Hal-hal yang bemberatkan pidana
diantaranya: Meresahkan masyarakat, Bertentangan dengan
keinginan pemerintah dalam memberantas narkotika, Perbuatan
terdakwa merusak generasi penerus, dan Terdakwa sudah pernah di
hukum.Sedangkan Hal-hal yang meringankan pidana yaitu Belum
pernah di hukum dan Menyesali perbuatanya.*®
Sebagai lembaga tertinggi dalam penegakan hukum Narkotika

sebenarnya jika di lihat dari pasal di atas wewenang BNN sebenarnya sudah
mencakup segala proses penegakan hukum dalam kasus tindak pidana
narkotika.
1. Kepolisian
Dalam proses Wewenang kepolisian dalam tindak kejahatan narkotika
di jelaskan dalam Pasal 4 dan Pasal 6 KUHAP. Pasal 4 KUHAP,

disebutkan bahwasannya wewenang kepolisian yaitu sebagai penyelidik

8 Ardika, I. G. D., Sujana, I. N., & Widyantara, I. M. M. (2020). Penegakan Hukum Terhadap
Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika. Jurnal Konstruksi Hukum, 1(2), 286-290.
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di maksud dalam Pasal 4 penyelidik, karena mwmpunyai wewenang
mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
Arti yang lain dalam penyebutan pasal diatas adalah yang termasuk
dalam diskresi. Pasal 6 KUHAP, telah di sebutkan dalam pasal ini
bahwasannya tugas kepolisian adalah sebagai penyidik di jelaskan
dalam KUHAP Pasal 6 Ayat (1) huruf a penyidik adalah Pejabat polisi
negara Republik Indonesia®®. Jadi berdasarkan penegakan hukum
Narkotika tugas kepolisian yaitu sebagai penyelidik dan juga penyidik.
2.1.2 Tindak Pidana

2.1.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum
pidana Belanda yaitu Strafbaar feit. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni
straf, baar dan feit. Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Baar
diterjemahkan dapat atau boleh. Feit diterjemahkan tindak, peristiwa,
pelanggaran dan perbuatan.?

Perkataan strafbaar feit itu secara teoritis dapat dirumuskan
sebagai

“suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum)
yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh
seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku

tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan
terjaminnya kepentingan umum”

19 https://cekhukum.com/pasal-6-kuhap-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana/ , Diakses Pada
23 Maret 2023

20 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo , 2007, him. 69
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atau sebagai de normovertreding (verstoring der rechtsorde),
waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is
voor de handhaving der rechts orde en de benhartigining van het algemeen
welzijn”.?t

Menurut Simons, berpendapat bahwa pengertian tindak pidana
adalah sebagai berikut :

“Suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan
pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan
dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu
bertanggung jawab.”

Menurut Kanter dan Sianturi, memberikan pengertian tindak pidana
sebagai berikut:

“Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan
keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam
dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta
dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (mampu bertanggung
jawab).”

Sementara menurut Moeljatno, berpendapat bahwa pengertian
perbuatan pidana adalah sebagai berikut:

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai
ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa
yang melanggar larangan tersebut”.

Lebih lanjut Moeljatno, menambahkan bahwa perbuatan pidana
adalah:

“Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan

diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan
ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang

21 https://repository.uir.ac.id/3949/5/6-BAB-2.pdf , Diakses pada 01 Agustus 2023
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ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya

ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.”

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat diartikan bahwa
tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang
dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut melangggar apa
yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang dan diberi sanksi
berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan suatu
tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi
pidana atau tidak.

Mengungkap suatu jaringan kejahatan tindak pidana narkotika
tidaklah mudah karena kejahatan mereka bisanya sangat terorganisir dan
tersusun rapi dengan modus operasi kejahatan yang selalu berubah-ubah.
Kenyataan, dalam setiap kasus penyelidikan dan penangkapan para
pelaku kejahatan hanya sebatas pada pihak pengguna dan paling maksimal
hanya pada penangkapan para pengedar.??
1.2.2.2 Unsur Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus
memenuhi bebarapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan
beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama.
Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:

a. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau

berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang

22 https://core.ac.uk/download/pdf/77625753.pdf , Diakses pada 9 April 2023
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bersangkutan dengan batinnya. Unsur Subyektif tindak pidana
meliputi :
1. Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa)
2. Niat atau maksud dengan segala bentuknya
3. Ada atau tidaknya perencanaan
b. Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan
keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan dimana tindak pidan aitu
dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.
1. memenuhi rumusan undang-undang
2. Sifat melawan hukum
3. Kaualitas si pelaku
4. Kualisasi, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan
dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak telepas dari dua faktor yaitu
faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan fakto yang timbul dari luar
si pelaku atau faktor lingkungan.?®

Menurut Simons dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana, perlu di
perhatikan adanya unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku memang
melakukan tindak pidana. Unsur tersebut antara lain:

a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat
ataumembiarkan).

b. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld).

23 Moeljianto, Op., Cit, HIm 56
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c. Melawan hukum (onrechtmatige).
d. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand).
e. Orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatoaar
person).?
2.2 Tinjauan Khusus
2.2.1 Narkotika
2.2.1.1 Pengertian Narkotika
Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris narcose atau
narcois yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari
Bahasa Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-
apa.?® Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata drug yaitu sejenis
zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh
tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan

memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.?

Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah
obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit,
menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.?’ Menurut beberapa sarjana

maupun ahli hukum, pengertian narkotika adalah sebagai berikut:

24 https://repository.uir.ac.id/3949/5/6-BAB-2.pdf , Diakses pada 01 Agustus 2023

% Hari Sasangka, 2003. Narkotika dan Psikiotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa
dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba, Mandar Maju. him 35

26 Soedjono, Narkotika dan Remaja, Alumni Bandung, 1977, him 3

27 Anton M. Moelyono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1988, him 609
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a. Soedjono D menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika

adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh)
akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh
tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan
khayalan atau halusinasi.?®

Edy Karsono, narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada

sistem saraf ousat (otak) yang dapat menyebaban penurunan sampai

hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat

menimbullkan ketergantungan (ketagihan).?®

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

35 Tahun 2009 Narkotika adalah

“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik
sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan
atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan,
yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana
terlampir dalam Undang-Undang ini”.

2.2.1.2 Penggolongan Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak

digunakan oleh tenaga medis untuk digunakan dalam pengobatan dan
penelitian memiliki beberapa penggolongan. Narkotika digolongkan dalam

3 (tiga) golongan, yaitu :

28 |bid

29 Soedjono, Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia, Karya Nusantara, Bandung, 1977,

him 5
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1. Narkotika Golongan | adalah narkotika yang hanya dapat
digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan
tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat
tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : heroin, kokain,
ganja.

2. Narkotika Golongan Il adalah Narkotika berkhasiat pengobatan
digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam
terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan
serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
Contoh: morfin, peptidin, turunan/garam dalam golongan
tersebut.

3. Narkotika Golongan 11l adalah Narkotika berkhasiat pengobatan
dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan
pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi
ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: kodein, garam-
garam narkotika dalam golongan.

Ganja termasuk Narkotika Golongan | dan apabila ganja akan
digunakan dalam pelayanan kesehatan harus melalui beberapa tahap yaitu:

a. Melalui serangkaian penelitian

b. Setelah mendapatkan kesepakatan internasional, selanjutnya
memindahkan ganja dari Narkotika Golongan | menjadi
Narkotika Golongan Il atau Golongan Il melalui keputusan

Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam UU. 35 Tahun 2009
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tentang Narkotika (penjelasan pasal 6 ayat 3).

Dengan demikian dapat disimpulkan memang ada golongan
narkotika yang dapat digunakan untuk pengobatan/terapi (Golongan Il dan
Golongan I11), sedangkan Narkotika Golongan I (termasuk ganja) dilarang
digunakan.°
2.2.1.3 Bentuk Bentuk Kejahatan Tindak Pidana Narkotika

Dari Bab-bab Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang
Narkotika, sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang
No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat perbuatan-perbuatan yang
dianggap tindak pidana. Perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan
sebagai tindak pidana adalah:®!

a. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan narkotika
golongan |
Seperti yang dikemukakan dalam penggolongan
narkotika, zat atau obat golongan I mempunyai potensi yang
sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Oleh karena itu di
dalam penggunaan hanya diperuntukkan untuk tujuan
pembangunan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam
terapi.

Karena potensi yang sangat tinggi mengakibatkan

30 https://media.neliti.com/media/publications/170823-1D-kegunaan-narkotika-dalam-dunia-

medis.pdf , Diakses Pada Tahun 2014

31 Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Bandung, Mandar Maju,

him 172
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ketergantungan, maka khusus narkotika golongan | diatur
tersendiri dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan
pengembangan ilmu pengetahuan serta dilarang digunakan untuk
kepentingan  lainnya.  Pengertian  pengembangan ilmu
pengetahuan, termasuk di dalamnya untuk kepentingan
pendidikan, pelatihan, keterampilan dan penelitian serta
pengembangan. Dalam penelitian dapat digunakan untuk
kepentingan medis yang sangat terbatas.

Penggunaan narkotika golongan | di luar ilmu
pengetahuan adalah merupakan tindak pidana, misalnya:

a. Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara,
mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan dan
menguasai narkotika golongan I;

b. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan
untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai
narkotika golongan 1.3

. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan produksi
Narkotika hanya dapat diproduksi oleh pabrik obat
tertentu yang telah memperoleh izin khusus dari Menteri
Kesehatan. Pengertian produksi adalah kegiatan atau proses
menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas

dan/atau mengubah bentuk narkotika termasuk mengestraksi,

32 Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, him 174
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mengkonversi, atau merakit narkotika untuk memproduksi obat
(Pasal 1 angka 2). Yang berkaitan erat dengan produksi adalah
mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau
menyediakan. Sedangkan pengertian pabrik obat adalah
perusahaanyang berbentuk badan hukum yang memilikiizin dari
Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan produksi serta
penyaluran obat dan bahan obat, termasuk narkoba (Pasal 1 angka
10).

Untuk memproduksi narkotika dibuka kemungkinan
untuk memberikan izin kepada lebih dari satu pabrik obat dalam
hal-hal tertentu. Dalam rangka pengawasan terhadap proses
produksi, Menteri Kesehatan melakukan pengendalian tersendiri.
Pengertian pengendalian tersendiri adalah pengendalian yang
dilakukan secara terpisah dengan pengendalian yang lain, yakni
dikaitkan dengan rencana kebutuhan tahunan narkotika, baik
kebutuhan dalam wujud bahan baku narkotika maupun dalam
wujud obat sebagai hasil akhir proses produksi (Pasal 8 ayat
(21)).%

. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan

Lembaga ilmu pengetahuan yang diselenggarakan oleh
pemerintah maupun swasta yang kegiatannya secara khusus atau

salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian

33 Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, him 175-176
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dan pengembangan dapat memperoleh, menanam, menyimpan
dan menggunakan narkotika dalam rangka kepentingan ilmu
pengetahuan. Akan tetapi harus mendapat izin terlebih dahulu
dari Menteri Kesehatan (Pasal 10). Pengertian lembaga ilmu
pengetahuan tersebut termasuk juga instansi pemerintah yang
karena tugas dan fungsinya berwenang melakukan pengawasan,

penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika.
d. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan ekspor dan impor
1) Surat persetujuan ekspor dan persetujuan impor
Pengertian impor adalah kegiatan memasukkan narkotika
ke dalam daerah pabean (Pasal 1 angka 3), sedangkan
pengertian ekspor adalah kegiatan mengeluarkan

narkotika dari daerah pabean (Pasal 1 angka 4). 3

Didalam UU Narkotika telah diatur sedemikian rupa mengenai
bentuk penyalahgunaan Narkotika, misalnya dalam Pasal 114 Ayat (1) UU
Narkotika menyatakan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan
hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika
Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahundan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

34 Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, him 178
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Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114
Ayat (1) UU Narkotika diatas menunjukkan bahwa undang-undang
menentukan semua perbuatan dengan tanpa tanpa hak atau melawan
hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika
Golongan | karena sangat membahayakan dan berpengaruh terhadap
meningkatnya kriminalitas. Apabila perbuatan-perbuatan tersebut
dilakukan oleh seseorang dengan tanpa hak, maka dapat dikategorikan
sebagai perbuatan penyalahgunaan Narkotika atau merupakan suatu tindak
pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat.

Ketentuan mengenai sanksi dalam UU Narkotika sangat besar.
Sanksi pidana paling sedikit 4 (empat) tahun penjara sampai 20 (dua puluh)
tahun penjara bahkan pidana mati jika memproduksi Narkotika golongan |
lebih dari 1 (satu) atau 5 (lima) kilogram. Denda yang dicantumkan dalam
Undang-Undang Narkotika tersebut berkisar antara Rp.1.000.000,00 (satu
juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar

rupiah).®®

%5 https://core.ac.uk/download/pdf/77625753.pdf , Diakses pada 25 Maret 2023
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